NOMOR : 396

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK BELANJA YANG
BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

:a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 masih dalam tahapan evaluasi, serta
belum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Nias;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa
dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan,
Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan
paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran
APBD tahun anggaran sebelumnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;



Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
keperluan mendesak meliputi belanja daerah yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada ketentuan
Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf
U Belanja Wajib dan Mengikat, angka 2 Ketentuan
Pelaksanaan, menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan
anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam hal
keterlambatan penetapan APBD dan dalam hal dokumen
belum siap;

bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni pada angka 4
Teknis Penyusunan APBD, angka 4.3. Penyusunan
Perkada Pengeluaran Setiap Bulan Atas Belanja Wajib
dan Belanja Mengikat, menyatakan bahwa dalam hal
penetapan Perda tentang APBD mengalami keterlambatan
setelah dimulainya tahun anggaran, kepala daerah segera
menetapkan Perkada mengenai pelaksanaan pengeluaran
setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah
pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e dan huruf f, serta dalam rangka kelancaran
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang
Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
69438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



Memperhatikan :

Menetapkan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);

Keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor
170/12/DPRD/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang
Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENGELUARAN KAS

MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Nias.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Nias.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
secara tetap oleh Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran
yang bersangkutan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
Beban pengeluaran DPA SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk
menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat,
Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat
mengikat.

BAB III
JENIS DAN MEKANISME PENGELUARAN KAS

Pasal 3

(1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pembayaran Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik;

(2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dialokasikan anggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

(3) PPKD selaku BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas
sebelum ditetapkannya APBD/dan atau sebelum pengesahan DPA SKPD.

(4) Mekanisme pengajuan dan penerbitan SPP, SPM, SP2D, dan
pertanggungjawaban penggunaan belanja mempedomani ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN PENGELUARAN KAS

Pasal 4
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, untuk setiap bulan
adalah sebesar 1/12 (seperduabelas) dari jumlah pengeluaran APBD Tahun
Anggaran 2025.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 16 Januari 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 16 Januari 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 396 SERI : E



